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Kebijakan Harga Dalam
Ekonomi Islam (2)

Catatan Mustafa Kamal Rokan

PADA 15 Juni 2015 laly, permintaan, demand) itu
Presiden mengeluarkan Pera- Persoalan penetapan  cermya karenaallah. Dalam
turan Presiden Nomor71Ta- ~ harga adalah salah satu  pgini pemaksaan terhadap
hun2015tentangPenetapan  -diskursus ekonomi yang Benjual untuk menjual
dan Penyimpangan Harga  Sangat penting sekaligus arangnya pada harga khusus
KebutuhanPokokdanBarang ~ menentukan, mengingat.  merupakan paksaan yang
Penting, Perprestersebutber. ~ hargaadalah unsurpenting:  sajan (ikrah bi ghairi hagqin).
tujuan untukmenjaminketer- - dalam keglatan ekonomi Ketiga, harga yang adil
sediaan danstabilisasiharga  Selain barang dan pelaku  44alah harga yangmemper-

gberedar di pasar timbangkan kondisi sosial.

schingga gejolak harga barang bisa di atasi
dengan segera. Selain itu, Perpres melarang
E:lr_xayimpanan barang kebutuhan pokok dan
ngpenting di pudangketika terjadi kelang-
kaan baranF. ge{'olak harga atau ketika terjadi
hambatan lalu lintas perdagangan barang,
Persoalan penetapan harga adalah salah
satu diskursus ekonomi yang sangat penting
sekaligus menentukan, mengingat harga adalsh
unsur penting dalam kegiatan ekonomi selain
bamnaghdan pasar. Oleh karenaitu, tinggi-
rendah dan ketetapan harga adalah sangat
menentukan pasar dan ekonomi secara umum.
Lalu, bagaimana konsep harga yangideal atau
adil? Dan efektifkah pengaturan harga yang
dikeluarkan oleh Presiden tersebut?

a Yang Adil
Terminologi harga dalam ekonorni Islam
dlsezbut dengan katz si’r :lmlxc;al!.‘ ﬁlaman al-
miglatau juga gfmah. Sedan; a
adil disebu% dengan qz‘mai? al- ’adalr.gls%al:g
tersebutdigunakan Nabi Muhaminad Saw. saat
mengonientari kompensasi pembebasan
budak, dimana sang majikan mendapatkan
harga yang adil. Istilah gimah al-adljugapernah
digunakan oleh ‘Umar bin Khautdb saat
menetapkan nilai baru atas diat (uang tebusan)
saatditham turun sehingga harga-harga naik,
Selanjumya, istilah gimah al- adldan dlaman
al-misljuga digunakan dalam kodifikasihukum
islam tentang transaksl bisnis dengan objek
bamnagksmt yanid.ijual. perebutan kekuasaan,
memaksa penimbunan barang untuk menjual
tmbunannys, membuangjaminanharta milik
dan sebagainya.
Dalam ersgektlf ekonomi iglam, harga

gadil palig idak berdasarkan tiga (3) t,
g,'tama, gargayangdiperolah adalah bexm
kan mekanlsme pasar dengan hukum
permintaan (supply) dan penawaran (demand).
Ibn Taimiyah menilaf esensikeadilan (nafs al-
‘adl) dalam harga adalah kompensasi yang
setara dandiukur oleh hal-hal yang setaraataa
harga yangsetara adalah harga yang adil. Ibn
Taimiyah juga mendefinisikan harga yang adil
sebagai harga yangbaku (s77) dimana penduduk
menjual barang dan menerima kompensasi
yang setara pada barangyangsama, padawaktu
dan tempat khusus. .

 Kedua, hargayang adil adalah harga yang
dicﬁleroleh'dengmx ransaksi perdagangan yang
adil; bukan dengan cara penipuan atau pén-’
zoliman. Ibn Taimiyah mengatakan, “jika pen-
diduk menjual barangnya dengan cara nonmal
(al-wajh al-ma'rizf), bukan cara-cara yang zolim
(idak adil), namunharga itu meningkat (irtgfa'a
al-sa’r) karena pengaruh dari kurangnya
E:[r;ediaan barang atau disebabkan mening-

ya jurnlah penduduk (berari meningkatnya’

Harga yang adil tidak hanya berkaitan dengan
harga yangdihasilkan mekanisme pasar tetapi
juga berdasarkan kesejahteraan sosial pelaku
usaha di sekitar. Harga pasar yang adil sebagai-
mana diungkapkan Ajaz Ahmad Khan tidak
hggra berdasarkan onfws produksi (cost of
production) tetapi juga berdasarkan keadilan
sosfal dan lingkungan, bahkan keadilan pasar
bertujuan untuk menyeimbangkan antara
orang kaya dan orang miskin,

Kebijakan Harga Dalam Perpres No.71
ah 4 Tahun 2015
Nah, bagaimana pandan rinsip-prinsip
hargayangadildiatasterha apk%tentuanpada
Pg:rm Nomor 71 Tahun 2015¢Walaupun harga
adil adalah berdasarkan prinsip-prinsip di atas,
namun kebijakan harga dapat saja dilakukan
oleh wali al-amr (pemimpin) dalam kondisi-
kondist tertentu yang memaksa. Oleh karena
itu, penting digarisbawahi bahwa urgensi
pengaturan harga dalam Perpres iniadalah jika
terjadi gangguankegiatan nasional
seperti gangguan pasokan atau harga berada
di atau bawah harga acuan yang ditetapkan
oleh pemerintah.

Namun demikian, kebijakan harga yang
dilakukan hendaklah berdasarkan prinsip-
prinsip yang adil. Pada hakikatnya, harga
yangadil adalah harga yang berdasarkan pada
mekanisme pasar selama tidak terdapat hal-
hal yang merusak harga se?erti terdapat
ekploitasi dan seterusnya. Oleh karena itu,

enetapan harga acuan pada Perpres No. 71
un 2015 seyogyanya harus mengacu pada
harga standar “mekanisme pasar. Perpres No.
71 Tahun 2015 seyogyanya menjelaskan dan
mence harga referensi atau hargaacuan
sehinggapara pedaganlg mau menjual sesuai
dengan harga referens! vang ditetapkan.
. bﬂlfbe‘hn;e?iﬁ Fi,t;;;l?ac::nen‘ntah s::ﬁmyan anya
ebih m e upayauntuk membasmi
raktek-praktek yang mg:lbuat harga tidak
erlangsung secara normal, salah satunya
adalah sistem dagang kartel.

Karenanya, selama akar persoalan “mafia”

inj ddak dituntasian maka kebijakan harga tidak
akan efektif menuntaskan persoalan kel
produk dan harga yang melambung sclama
ini. Dalam lingkup vang lebih luas. hal yang
lebih penting djlaEu.kan pemerintah adatah
‘mampumembangun lingkungan bisnis yang
kondusif untuk terciptanya iklim persaingan
usahayang sehat diantara pelaku usaha. Tanpa
menuntaskan akar persoalan di atas, kebijakan
harga yang dilakukan tidak hanya terkesan
sebagai “pemadam kebakaran" tetapi juga tidak
efektif dalain menuntaskan persoalan harga
setiap kali hari-hari besar tibaseperti Ramadhan
saatini,



